




PERKEMBANGAN KERJASAMA INDONESIA-JEPANG DAN KONDISI 
TRANSPORTASI DI INDONESIA 
Dewasa ini banyak negara berkembang sedang mengalami 
permasalahan transportasi dan beberapa diantaranya sudah berada dalam 
tahap sangat kritis. Hal tersebut dialami kota Jakarta sebagai Ibukota Negara, 
dimana sedang melakukan pembenahan sistem transportasi. Pertumbuhan 
penduduk menjadi keniscayaan yang terjadi di Jakarta, kepemilikn 
transportasi pribadi juga ikut mengalami perkembangan yang signifikan. 
Kurangnya daya tampung jalan membuat pergerakan kendaraan tidak dapat 
berjalan normal. Kemacetan tidak terhindarkan dan membutuhkan 
penanganan serius dalam tatakelola kota Jakarta.  
Problematika yang tengah dihadapi Ibu Kota Jakarta tidak lepas dari 
permasalahan Transmigrasi maupun Imigrasi yang terus berkembang setiap 
tahunnya. Dengan demikian BUMD Jakarta berusaha untuk memecahkan 
permasalahan yang sedemikian kompleks ini. Program yang dicanangkan 
berupa program proyek pembangunan MRT sebagai solusi. Dalam 
perjalanannya, gejolak muncul ketika Pemerintah memutuskan untuk 
membentuk satu badan khusus yang menjadi operator pelaksanaan MRT 
Jakarta. Pilihan pembentukan BUMD PT MRT Jakarta diberikan tanggung 
jawab selaku pemangku otoritas selama proses pengembangan MRT 
berjalan.  
Dalam pembahasan pada Bab ini menyinggung lebih banyak pada 




memberikan bantuan terhadap pengembangan kapasitas transportasi darat di 
Indonesia khususnya di Jakarta yang secara umum sedang mengalami over 
populasi penduduk. Program MRT melalui JICA tersebut membentuk 
hubungan jaringan diplomasi maupu hubungan bilateral antara Jepang dan 
Indonesia. 
 2.1 Perkembangan Hubungan Indonesia-Jepang pada Industri Transportasi  
 
Kerjasama antara Negara baik dalam lingkup bilateral, regional dan 
multilateral sangat dibutuhkan oleh sebuah Negara, yang dimana suatu 
Negara tidaklah dapat hidup sendiri tanpa adanya hubungan atau interaksi 
dengan negara lain baik berupa hubungan politik, ekonomi, sosial-budaya 
dan lain-lain. Hubungan diplomatik Indonesia-Jepang dimulai secara resmi 
pada tahun 1958 dengan adanya penandatanganan perjanjian antara Jepang 
dan Indonesia serta perjanjian pampasan perang yang merupakan sebagai 
bentuk penggantian kerugian yang telah diakibatkan oleh Jepang di 
Indonesia pada masa penjajahan.  
Hubungan diplomatik itu mulia meningkat dibuktikan dengan 
Indonesia membuat kantor perwakilan Indonesia di Tokyo. Sejak tahun 1958 
kedua Negara telah melakukan banyak penandatanganan ataupun 
persetujuan serta pertukaran nota yang dimana isinya mengatur masalah 
kerjasama di bidang perdagangan, bidang pertanian, bidang ekonomi, 




Di kawasan Asia, Jepang begitu intensif memberikan dan bantuan 
ODA (Official Assistance) terutama kepada Indonesia,1 Negara yang 
merupakan bekas jajahan Jepang yang sangat kaya akan sumber daya alam 
dibanding dengan Negara Asia yang lain. Hal tersebut Jepang lakukan 
bertujuan untuk memperkuat bargaining position  sebagai Negara pendonor 
terbesar, yang kemudian di gunakan oleh Jepang untuk mencukupi 
kebutuhan dalam negerinya dengan ekspornya butuh setengah  jadi ataupun 
bahan mentah yang selanjutnya akan diolah oleh perusahaan-perusahaan di 
Jepang. 
Jepang terus melakukan ekspansi pasar di Indonesia, Pasalnya Jepang 
mampu mendongkrak Investasi di bidang otomotif yang sampai detik ini 
memberikan implikasi terhadap investor maupun negara untuk menopang 
perkembangan ekonomi nasional. langkah yang dilakukan Jepang sangat 
menarik dan banyak diminati oleh Investor Jepang dalam skala global yang 
telah menjadikan Indonesia sebagai basis produksi untuk memenuhi 
kebutuhan pasar domestik hingga ekspor. 
Investasi dalam bidang otomotif diyakini mampu menurunkan biaya 
dan mempermudah akses logistik bagi manufaktur-manufaktur khususnya 
yang berlokasi di kawasan industri Jawa Barat. Apalagi akan dibangun 
pelabuhan khusus industri otomotif untuk memfasilitasi pengkapalan produk 
Indonesia. Berdasarkan survey US News, yang telah mengidentifikasi 20 
negara sebagai tujuan investasi terbaik di tahun 2018, Indonesia berada di 
                                                             
1 Japan Official Development Assistance Indonesia, “Tentang ODA”, Sistem Bantuan ODA 
Jepang di Indonesi, http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/whatisoda01.htm (diakses pada tanggal 




urutan ke-2 negara terbaik untuk berinvestasi. Sementara itu, laporan versi 
Bank Dunia, peringkat kemudahan berusaha Indonesia ada di urutan ke-73 
dari 190 negara di dunia. Ini melonjak dari yang sebelumnya berada di 
urutan ke-120.2 
Salah satu bentuk kerjasama dalam bidang transportasi lainnya adalah 
pengembangan transportasi kereta, adalah bahwa commuter line di Jakarta 
menggunakan kereta bekas dari Jepang yang dibeli dengan harga murah 
dibandingkan dengan kereta baru buatan PT INKA,3 hal itu dikarenakan 
umur kereta maksimal di Jepang adalah 10 tahun sementara di Indonesia 30 
tahun, sehingga kereta bekas tersebut dapat digunakan selama 20 tahun di 
Indonesia.  
Pada tahun 2018, indonesia menjadi tuan rumah dalam pertemuan Vici 
Ministerial Level Meeting (VMLM9) pertemuan ini diselenggarakan setiap 
tahunnya antara Jepang dan Indonesia untuk membahas beragam program 
pengembangan antar negara. Dalam rapat tersebut, Indonesia kembali 
mewacanakan pengembangan transportasi darat, laut, udara, perkereta apian, 
capacity biulding, logistik, serta pengembangan dan penelitian transportasi. 
Dalam mewujudkan konektifitas di Indonesia, Kementerian 
Perhubungan telah melakukan berbagai upaya dalam pengembangan 
infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Saat ini 
                                                             
2. Pelaku Industri Jepang Melihat RI Masih Jadi Negara Tujuan Utama Investasi.  
https://www.kemenperin.go.id/artikel/20737/Pelaku-Industri-Jepang-Melihat-RI-Masih-Jadi-
Negara-Tujuan-Utama-Investasi (diakses pada tanggal 10 Oktober 2020) 
3Tribun Medan. (2019). Jepang Pakai Kereta Api Baru, Kereta Api Lama di Jakarta - Tribun 
Medan.: http://medan.tribunnews.com/2014/07/03/jepang-pakai-kereta-api-baru-kereta-api-lama-




Pemerintah Indonesia juga telah berupaya meningkatkan konektifitas untuk 
wilayahnya yang merupakan negara kepulauan Indonesia. Program 
pengembangan tersebut memang sudah berjalan lama namun kini kembali 
dikampanyekan pemerintah Indonesia-Jepang sebagai suatu program untuk 
mengantisipasi over penumpang dibidang transportasi khususnya di Jakarta.  
Untuk pemetakan transportasi Jakarta yang kemacetannya sudah 
menjadi masalah besar, Jepang telah memberikan bantuan di bidang 
pembenahan sarana transportasi ke tempat kerja seperti kereta api, jalan tol 
dan pembangunan jalan layang pada perempatan yang menjadi sumber 
kemacetan. Mulai dari proyek lama seperti jalan layang semanggi yang 
menjadi lambang kota Jakarta, jalan tol Merak, jalan tol Jagorawi yang 
menuju ke Bogor, pembenahan jaringan kereta api Jabotabek, peninggian 
stasiun Gambir sebagai terminal kereta api jarak jauh.4 
Kota-kota berskala menengah dan besar di pulau Jawa mempunyai 
tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi, untuk lebih mengoptimalkan 
jaringan transportasi antar kota, adalah penting meningkatkan daya angkut 
transportasi darat seperti jalan dan kereta api. Khusus untuk jalur kereta, 
sudah ada kereta utama yang menghubungkan Jakarta dan Surabaya sebagai 
dua kota besar dengan kota-kota lebih kecil lainnya. Saat ini sedang 
dilakukan pengembangan rel kereta api menjadi rel ganda. Melalui dana 
pinjaman Yen, Jepang selama ini memberikan bantuan bagi jalur ganda ini 
di luas jalan Jakarta-Yogyakarta kecuali sebagian jalan yang telah dibuka. 
                                                             
4. Bantuan terhadap Pembenahan Sistim Transportasi dan Jaringan Distribusi di Indonesia.  





Dengan ini, jalur kereta Jakarta – Cirebon yang telah dibuka, akan dapat 
ditempuh dalam waktu yang lebih singkat.  
 2.2 Kondisi Transportasi di Indonesia 
 
Transportasi dapat diartikan sebagai suatu proses yang dapat 
membantu pekerjaan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan alat 
transportasi adalah alat yang membantu dalam memindahkan barang atau 
manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Pada sejarahnya alat 
transportasi ini digunakan untuk mengangkut pasukan perang serta 
mempermudah untuk memindahkan barang perlengkapan perang pada 
zaman penjajahan bangsa asing di Indonesia. 
Alat transportasi dibagi menjadi tiga yaitu, alat transportasi darat, alat 
transportasi udara, dan juga alat transportasi laut. Alat transportasi yang 
dimiliki oleh setiap negara sangat beragam, dan di Indonesia sendiri sudah 
mengenal alat transportasi sejak zaman  nenek moyang kita. Alat 
transportasi terus berkembang dan maju seiring dengan berjalannya waktu, 
mulai dari alat transportasi tradisional hingga alat transportasi modern 
seperti yang dapat kita lihat sekarang. 
Alat transportasi yang pertama adalah alat transportasi darat, di 
Indonesia ada banyak sekali alat transportasi darat, dari yang tradisional 
seperti kereta api uap dan masih banyak yang lainnya. Mengikuti 
perkembangan zaman alat-alat transportasi darat semakin lama semakin 
berkembang, dari yang cara kerjanya tidak menggunakan mesin hingga 




empat, kereta api listrik, busway, taksi, bajai dan masih banyak lainnya.Lalu 
yang kedua adalah alat transportasi udara. Satu-satunya alat transportasi 
udara yang sering digunakan di Indonesia adalah pesawat.  
Indonesia pertama kali dapat menciptakan sebuah pesawat dan sukses 
dalam uji penerbangannya pada saat Indonesia di bawah kepemimpinan 
Presiden BJ. Habibie. Berkat kerja keras dan kecerdasan beliau akhirnya 
Indonesia dapat meluncurkan pesawat pertama kalinya dengan sukses, dari 
penerbangan pesawat yang diciptakan oleh Bj. Habibie Indonesia belum 
meluncurkan pesawat yang dibuat oleh Indonesia sendiri.5 
Serta yang terakhir adalah alat transportasi laut/air. Alat transportasi 
air ini lebih banyak digunakan pada zaman kerajaan zaman dahulu karena 
dinilai lebih aman dan lebih mudah. Alat transportasi laut yang pertama kali  
dikenal di Indonesia adalah sampan, sampan berbentuk rakitan dari beberapa 
bambu yang di gabung-gabungkan dan cara kerjanya pun masih manual/ 
tidak menggunakan mesin. Hingga sekarang ini alat transportasi darat yang 
berkembang dan digunakan di Indonesia semakin banyak seperti, kapal 
selam, kapal laut, speed boat dan masih banyak lainnya. Tidak hanya itu, 
mungkin untuk beberapa tahun kemudian alat-alat transportasi di Indonesia 
dapat lebih banyak dan lebih variatif lagi. 
Secara umum BUMN memiliki peranan penting dalam proses 
pengoprasian transportasi secara keseluruhan. Peranan BUMN dalam proyek 
                                                             
5 IDNTimes.2018. Dari Delman Hingga MRT, Inilah Perkembangan Transportasi Umum di 
Jakarta. 
https://www.idntimes.com/automotive/car/rosma-stifani/delman-hingga-mrt-perkembangan-




pembangunan Infrastruktur justru meminimalisir atau mereduksi keluarnya 
uang dari APBN. Pasalnya pembangunan proyek infrastruktur selalu 
bergantung pada APBN yang minim dan tidak hanya berpusat pada 
pengalokasian di satu bidang infrastruktur saja. Dengan skema kerjasama 
antara pemerintah dengan BUMN, pemerintah dapat mengalokasikan APBN 
untuk pembangunan infrastruktur lain sehinga pembangunan infrastruktur 
merata di seluruh wilayah Indonesia.6  
Kongkretnya bahwa peranan BUMN adalah dibutuhkan usaha dalam 
bidang konstruksi sarana dan prasarana perhubungan. Bila berjalan dengan 
baik maka akan minimnya kesenjangan aksestabilitas dan peningkatan 
intergrasi khususnya di wilayah Jakarta. Diharapkan pembentukan bidang 
dalam BUMN yang berkonsentrasi pada bidang konstruksi sebagai pelaku 
penyedia sarana dan prasarana transportasi untuk menjawab permasalahan 
yang tengah dihadapi di Jakarta.  
Peningkatan daya saing ekonomi juga harusnya menjadi pertibangan 
besar, dengan itu pemerintah harusnya mendukung dan memberi arahan 
kejelasan BUMN dalam membangun infrastruktur transportasi. Implikasi 
dari keterlibatan BUMN dapat memanfaatkan dan mengelola aset-aset 
pemerintah baik dalam skema kerja sama aset maupun konsesi. Dengan ini 
daya saing ekonomi Indonesia masih bisa diharapkan berkembang dan 
mampu bertarung dalam pusaran ekonomi global. 
                                                             
6. Peran Serta BUMN Sektor Transportasi Dibutuhkan Untuk Mengurangi Ketergantungan 
Terhadap APBN. 
http://dephub.go.id/post/read/peran-serta-bumn-sektor-transportasi-dibutuhkan-untuk-mengurangi-




Pasalnya kerjasama antara pemerintah dan BUMN dalam pengelolaan 
aset ini berorientasi tidak untuk menjual aset sset Negara melainkan untuk 
memberikan konsesi pada BUMN dalam memberikan pelayanan 
teransportasi sesuai dengan bidang usaha. Memang kerap terjadi penjualan 
asset Negara terhadap Negara lain seperti penjualan jalan tol, pelabuhan 
hingga bandara yang secara umum menjadi salah satu sumber pendapatan 
ekonomi Negara.  
Diketahui bersama bahwa terdapat beberapa perusahaan besar dibawah 
naungan BUMN yang secara umum berusaha dalam meningkatkan 
perekonomian nasional. kendati itu beberapakali pembangunan hingga 
pengembanga transportasi masih menggunakan dana APBN yang secara 
tidak langsung memangkas anggaran yang seharusnya mampu di tangani 
oleh BUMN. Dengan penggunaan dana APBN yang tidak hanya berpusat 
pada satu pembangunan infrastruktur saja, BUMN diharapkan dapat 
berkontribusi dalam penanganan hingga pengelolaan aset Negara yang 
berkolaborasi dengan pemerintah.  
Hal serupa juga yang menjadi tekanan bahwasanya BUMN ditekan 
untuk memberikan bantuan terhadap MRT Jakarta. Hak ini diutarakan oleh 
salah satu mentri BUMN yang menyinggung persoalan dana yang 
diutamakan dalam konsorium dan pendanaan proyek MRT Jakarta yang 
atara lain melibatkan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Secara rasional, dana 
BUMN sangat banyak dan memiliki ekuitas dan beberapa bank bersedia 




BUMN seperti PT KAI, Wika, Jasa Marga, dan Adhi Karya siap 
terlibat dalam membangun sistem transportasi di Jakarta yang meliputi rel 
kereta api dan jalan tol. Namun sampai saat ini belum adanya konfirmasi 
dari pemerintah pusat Jakarta yang meminta bantuan dalam proyek MRT 
Jakarta. Bila pemerintah Provinsi Jakarta sudah siap maka terdapat enam 
BUMN yang siap memberikan dukungan dalam proyek MRT tersebut.7  
PT Industri Kereta Api atau PT INKA (Persero) merupakan Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) manufaktur kereta api terintegrasi pertama di 
Asia Tenggara. Fokus kami adalah menghasilkan produk dan jasa yang 
berkualitas tinggi bagi pelanggan. Penyediaan berbagai macam produk untuk 
memenuhi kebutuhan pelanggan serta after sales untuk memastikan bahwa 
pelanggan menerima produki dengan kualitas terbaik. Produk telah diekspor 
ke berbagai negara, seperti Bangladesh, Filipina, Malaysia, Thailand, 
Singapura, dan Australia.8 
Dalam aspek bidang teknologi, maka posisi signifikan yang dituju 
adalah posisi pasarana dan sumber daya manusia. Kedua posisi ini 
berorientasi sebagai bentuk dukungan untuk memberikan kesejahteraan 
masyarakat khususnya dalam bidang transportasi. PT INKA mempunyai hal 
spesifik dalam bidang trasnportasi pengangkut masal dan memiliki tingkat 
keamanan yang cukup tinggi. Dengan itu KAI salah satu representasi dari 
perkembangan kondisi trasportasi masal di Indonesia. 
                                                             
7. Pemerintah Utamakan BUMN Untuk MRT Jakarta. 
https://www.antaranews.com/berita/254045/pemerintah-utamakan-bumn-untuk-mrt-jakarta 
(diakses pada tanggal 14 Oktober 2020) 
8. Industri Kereta Api. (INKA) Corporation  




Adapun posisi INKA selaku sarana trasnportasi umum atau 
trasnportasi masal, memang perlu adanya peningkatan dan pengembangan 
yang secara umum mampu menjadikan resolusi dalam permasalahan 
kemacetan Jakarta secara umum. Keperluan INKA menjalin kerjasama 
kembali dengan dalih pengembangan trasnportasi, maka INKA akan 
berusaha membangun hubungan dengan Jepang dalam mempelajari 
teknologi pembuatan sarana termaksud rel kereta ringan (LRT). 
Dalam perkembangannya, PT INKA mampu mengembangkan 
ekspansi pasar dalam hal transportasi. Sebelumnya PT INKA mendapatkan 
proyek dan mampu menggandeng BUMN untuk menggarap proyek dengan 
nilai US 188 miliar atau setara dengan 173,77 Miliar rupiah dalam 
pengembangan trasnportasi kargo, pembuatan sejumlah lokomtif hingga 
gerbong kereta dan KRL. BUMN lain yang dilibatkan dalam proyek 
berskala besar itu adalah PT Len Industri (Persero), PT Barata Indonesia 
(Persero), PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), dan PT Dirgantara 
Indonesia (Persero). Kelimanya bersinergi dengan TSG Global Holding 
selaku pihak investor. Kerjasama sejumlah pihak itu telah ditandatangani di 
kantor PT INKA di Kota Madiun.9  
Perkembangan teknologi tidak dapat terelakan yang selalu 
menyesuaikan dengan perkembangan populasi masyarakat, maka dari itu 
juga peningkatan dalam bidang transportasi masal menjadi keniscayaan. 
Hal ini berbanding lurus dengan peningkatan ekonomi. Dengan kata lain 
                                                             
9. PT. INKA Gandeng 4 BUMN lain Garap Proyek Transportasi di Kargo USD 118 Miliar 
: https://bisnis.tempo.co/read/1396170/pt-inka-gandeng-4-bumn-lain-garap-proyek-transportasi-di-




kebutuhan transportasi masal akan dikembangkan untuk memberikan 
penyesuaian dalam tingkat kebutuhan masyrakat. Implikasi dari 
penggunaan moda transportasi kereta api tidak lain dari mereduksi angka 
kemacetan di beberapa kota besar yang ada di Indonesia. 
Posisi transportasi secara keseluruhan khususnya dibidang 
transportasi masal di beberapa kota besar telah terintegrasi oleh pemerintah 
sebagai suatu solusi untuk mengurangi beban kepadatan penduduk di 
perkotaan. Selama ini, 100 persen kebutuhan sarana kereta api dalam negeri 
diproduksi di PT INKA, baik kereta penumpang maupun kereta barang. 
INKA telah membuat kereta pesanan dari Kementerian Perhubungan, PT 
Kereta Api Indonesia (Persero), pemerintah daerah, dan juga pihak swasta. 
Di antaranya adalah kereta kedinasan, kereta inspeksi, Track Motor Car 
(TMC), kereta rel diesel, lokomotif, kereta penumpang, kereta barang, dan 
yang terbaru ini adalah kereta rel ringan atau LRT.10 
Kesuksesan PT. INKA dalam memproduksi kereta serta lokomotif 
miningkatkan pemesanan dan daya tarik penggunaan kereta api. Proses 
upaya peningkatann kapasitas produksi untuk memberikan dukungan dalam 
pengembangan dan kemajuan industri perkereta apian nasional. peningkatan 
ini juga tidak lepas dari peningkatan kinerja SDM secara signifikan. Pada 
tahun 2017 aset PT.INKA mencapai posisi Rp. 6,04 Triliun rupiah. Upaya 
peningkatan daya saing dalam urusan transportasi dalam skala global untuk 
pencapain kemajuan industri.  
                                                             




 2.3 Agenda dalam Proyek MRT Jakarta 
 
Pada dasarnya, tahap pengaturan agenda untuk sebuah proyek 
transportasi sangat berbeda dengan tahap pengaturan proyek-proyek lainnya. 
Transportasi menjadi signifikan dalam tahap pembangunan suatu Negara. 
Dewasa ini menjadi kajian umum pada suatu bidang pengembangan sarana 
dan prasarana akibat pertumbuhan masyarakat yang begitu cepat. Hal ini 
diakibatkan dalam kajian pegaturan pengembangan transportasi melibatkan 
beragam aspek. 
Tidaklah mengherankan bahwa Sistem Transportasi Nasional 
(Sistranas) yang kita miliki mempunyai konsep utama, yaitu konsep sistem 
transportasi integrasi antarmoda. Konsep ini sebagai penunjang utama 
pengembangan transportasi karena sejatinya adanya bentuk perpindahan 
seperti masyrakat, barang dan lainnya membutuhkan untuk transportasi yang 
tidak sedikit. Melihat bahwa padatnya perkembangan masyarakat 
mengharuskan suatu pemerintahan Kota maupun Provinsi untuk melengkapi 
sarana dan prasarana transportasi.  
 2.3.1  Formulasi Kebijakan Pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang 
Pembentukan BUMD PT MRT Jakarta   
 
Dalam upaya pengembangan pengaturan agenda MRT Jakarta, 
pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) No 7 Tahun 2013 
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 3 Tahun 2008 Tentang 




Perubahan PERDA tersebut tidak lepas dari kondisi kemacetan Kota Jakarta 
akibat pertumbuhan penduduk yang signifikan. 
Melihat Jakarta sebagai Pusat Ibu Kota Negara, hendaknya Provinsi 
Jakarta memainkan fungsi sentral dan otoritas pemerintahnya untuk 
mengelola beragam pendapatan maupun perputaran ekonomi terbesar di 
Indonesia. Provinsi DKI Jakarta dalam memainkan berbagai fungsi seperti 
pusat pemerintahan negara dan provinsi, perdagangan, industri, jasa, 
pendidikan, rekreasi, hiburan dan kebudayaan membuat permasalahan 
kemacetan tidak dapat lagi terhindarkan. Tingkat pertumbuhan ekonomi 
yang cukup tinggi di wilayah Provinsi DKI Jakarta memang telah menarik 
arus urbanisasi yang tinggi.11 
Problem utama yang menjadi bulan-bulanan DKI Jakarta tidak lepas 
dari  permasalahan Lalu lintas. Adanya bentuk ketidak seimbangan antara 
Supply dan Demand lalu lintas mengakibatkan ketidak cukupan pengelolaan 
tata kota yang pada dasarnya beragam penduduk dari/ke Ibu Kota untuk 
menggantungkan hidup secara financial. Kepadatan penduduk dengan 
beragam transportasi tidak lagi cukup untuk menadapatkan tampungan 
fasilitas lalulintas.  
Berdasarkan data Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, 
tercatat bahwa supply berupa jaringan jalan terdiri dari panjang  jalan 
sebanyak 6690 km = 41, 68 km, Road Ratio sebesar 6, 3 % dari luas wilayah 
                                                             
11. Formulasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (Bumd) 
Perseroan Terbatas (Pt) Mass Rapid Transit (Mrt) Jakarta Di Provinsi Dki Jakarta. Antik Bintari, 
S.IP., MT.  




DKI Jakarta dan pertumbuhan panjang jalan +0,01 %/Thn. Adapun untuk 
demand terbagi atas 3 bagian. Pertama, kebutuhan perjalanan yaitu 25,7 Juta 
perjalanan/hari (Jabodetabek), 74,7 % menggunakan kendaraan pribadi dan 
25,3 % menggunakan angkutan umum.  
Kedua mengenai jumlah kendaraan bermotor yaitu +10 juta unit yang 
terdiri dari kendaraan pribadi 9,9 juta (98,9%) dan kendaraan umum 112 
ribu (1,1 %). Ketiga terkait dengan modal share terdiri dari menggunakan 
kendaraan pribadi 74,7% dan menggunakan angkutan umum 25,3 %. Jumlah 
keseluruhan biaya kemacetan yang dihasilkan diperkirakan Rp 45,2 
Trilyun/tahun,  terdiri dari pemborosan BBM, biaya operasional kendaraan, 
time value, economic value dan pencemaran energi.12 
Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta selaku dinas terkait 
yang mengurusi pelayanan bidang perhubungan dan transportasi, dalam 
Rencana Strategis tahun 2013 - 2017 telah mengidentifikasi isu – isu 
strategis terkait permasalahan transportasi, yaitu:13 
1) Kapasitas jalan sudah tidak mencukupi untuk memenuhi pergerakan 
orang dan barang yang terus meningkat dari dalam kota maupun 
dari luar kota Jakarta. 
2) Terbatasnya ketersediaan dan pelayanan angkutan umum 
menyebabkan masih tingginya penggunaan kendaraan pribadi. 
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3) Sistem dan jaringan transportasi multimoda belum terintegrasi 
dengan baik menyebabkan tidak efisien dan efektifnya mobilitas 
penduduk. 
4) Ketersediaan prasarana jalan dan akses untuk mendukung 
Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandar Udara Soekarno Hatta tidak 
memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang.  
5) Ketersediaan dan pelayanan transportasi laut ke wilayah Kepulauan 
Seribu masih terbatas untuk melayani pergerakan orang dan barang 
sehingga mengurangi aksesibilitas dan konektivitas dengan Kota 
Jakarta. 
6) Rendahnya tingkat kedisplinan masyarakat dalam berlalu lintas. 
7) Pengembangan transportasi darat yang aman, tertib, terintegrasi dan 
terjangkau. 
8) Pengembangan transportasi laut, dengan standar internasional 
dengan memanfaatkan keunggulan teknologi serta pengembangan 
wilayah. 
9) Pengembangan transportasi udara, dengan standar internasional 
serta untuk pengembangan wilayah. 
10) Pengembangan sistem pelayanan yang efisien dengan pelayanan 
prima. 
Sebelumnya Indonesia dan Jepang menyepakati proyek pembangunan 
infrastruktur kawasan Jabodetabek melalui program MPA(Metropolitan 
Priority Area) senilai Rp 410 triliun. MPA (Metropolitan Priority Area) 




pengembangan kawasan Jakarta Bogor Depok Tanggerang dan Bekasi 
(JABODETABEK) agar dapat saling terhubung dengan mudah. Oleh 
karnanya, Pemerintah Indonesia terus menjaga hubungan bilateral dengan 
pemerintahan Jepang yang sudah menjadi donator besar bagi pengembangan 
infrastruktur Indonesia dan juga menjadi penerima bantuan terbesar bagi 
Jepang. Hubungan kedua Negara Indonesia-Jepang sudah menjadi mitra 
kerja antar Negara dengan saling menguntungkan.  
Hendak diketahui bahwa perlibatan beragam Lembaga dalam proyek 
maupun agenda MRT juga institusi dalam hal ini baik pada tingkat 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan PT. MRT Jakarta. Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta selanjutnya telah mampu menghasilkan suatu Grand 
Design penanganan permasalahan kemacetan yakni dengan melahirkan Road 
Map Pola Transportasi Makro. Grand Design Pola Transportasi Makro 
terdiri dari 3 bagian besar yakni :14 
1. pertama berupa pengembangan angkutan massal yang 
diantaranya MRT/Subway+KA, LRT/Monorail, BRT/Busway.  
2. Kedua adalah pembatasan lalu lintas diantaranya pembatasan 
penggunaan kendaraan bermotor, Road Pricing/ERP, 
pembatasan parkir, fasilitas park and ride.  
3. Ketiga adalah peningkatan kapasitas jaringan diantaranya 
Intelligent Transportation System (ITS), pelebaran jalan/FO/UP, 
pengembangan jaringan jalan dan pedestrianisasi. 
                                                             




 Prospek kerja dalam pembangunan MRT di Jakarta memang perlu 
penanganan khusus dan serius guna tersedianya sarana dan prasarana di 
aspek lalu lintas. Pembangunan angkutan masal sebagi bentuk untuk 
masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Sedangkan dalam 
peminimalisiran kendaraan pribadi, lahan parkir hingga fasilitas umum 
berupa park and ride akan kembali dipertegas.  
Peningkatan kapasitas transportasi sistem hingga pelebaran jalan 
memang harus dilakukan karena perpadatan penduduk yang setiap tahunya 
meningkat pesat. Sejatinya seperti penjelasan sebelumnya bahwa Jakarta 
menjadi pusat perputaran ekonomi nasional terbesar di Indonesia dan 
menempatkan Jakarta sebagi Ibu Kota Negara sudah menjadi keniscayaan 
akan kepadatan. 
Melihat dari perkembangan dan keberlangsungan pembangunan MRT 
yang disuport langsung oleh Jepang, Indonesia sebelumnya mendapatkan 
tawaran dari beberapa Negara untuk menjalin hubungan kerjasama dalam 
prospek pembangunan infrastruktur. Adapun salah satu Negara yang secara 
langsung meminta kerja sama dengan Indonesia adalah Negara Tiongkok.  
Dari beberapa Negara yang mengajukan investasi di Indonesia, 
Indonesia memilih jepang dalam pengembangan transportasi darat dalam 
proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Kerjasama ini dibangun atas dasar 
komitmen antara Indonesia dan Jepang yang diambil sebagai Investor 




120 Triliun, ketimbang Cina yang juga mengajukan investasi terhadap 
Indonesia.15 
Perjanjian ini disepakati oleh Presiden Jokowi pada tahun 2017 silam 
dengan memanfaatkan teknologi Jepang sebagai suatu keuntungan yang bias 
diambil. Pada dasarnya Jepang berkomitmen untuk melibatkan Indonesia 
dalam transfer teknologi sekaligus melakukan pra-studi kelayakan teknologi. 
Sejak kesepakatan tersebut, ada beberapa para ahli transportasi melakukan 
perbandingan kerja sama dalam pengembangan transportasi antara Jepang 
dan Indonesia untuk kereta cepat Jakarta-Surabaya dan kerjasama Cina 
Indonesia dalam pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.  
 2.4 Teknologi yang Dimiliki Jepang 
 
Kebangkitan Jepang pasca-Perang Dunia II membawa kemajuan 
ekonomi yang pesat dan memposisikan Jepang sebagai salah satu negara 
maju di dunia. Salah satu faktor penting dalam kebangkitan ekonomi Jepang 
adalah keberhasilan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
modern yang mendukung industrialisasi. Pada awalnya, penguasaan 
teknologi modern dilakukan melalui impor teknologi dari negara Barat, yang 
kemudian diadopsi dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kebudayaan 
Jepang.  
Hal tersebut mendorong cepatnya penguasaan teknologi modern dan 
mengatasi ketertinggalan Jepang atas kemajuan ekonomi negara-negara 
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Barat. Salah satu keberhasilan dalam penguasaan teknologi modern adalah 
terciptanya produk elektronik rumah tangga yang diperlukan oleh 
masyarakat.  
Sesaat setelah Perang Dunia II, setidaknya setiap rumah tangga 
memiliki satu perangkat elektronik rumah tangga, seperti televisi dan mesin 
cuci, sehingga mempermudah kehidupan sehari-hari masyarakat. Saat ini, 
produk elektronik Jepang dikenal sebagai produk yang berkualitas tinggi dan 
sebagian telah diekspor ke luar negeri. Selain itu, Jepang dikenal sebagai 
salah satu negara yang menguasai teknologi mobil, robot, dan pembangunan 
infrastruktur, seperti jalan raya, dam, jembatan, gedung tahan gempa, dan 
sebagainya. 
Jepang memiliki kereta yang bisa mencapai kecepatan hingga 581 
kilometer per jam dan dilengkapi dengan dengan teknologi levitasi magnetic 
(maglev) dengan itu kereta api buatan Jepang mendapatkan predikat kereta 
api tercepat di dunia dan hal tersebut telah tercatat di dalam Guinness World 
Records. Seiring dengan berjalannya waktu, negara-negara lain juga 
menerapkan kereta api cepat.  
Berbeda dengan negara-negara yang telah disebutkan diatas, negara-
negara yang baru mengadopsi kereta cepat belum berani mengoperasikan 
kereta api cepat dengan kecepatan maksimum, karena dengan alasan 
keselamatan penumpang maupun kendaraan yang lewat, dan karena juga 




jarak antara stasiun yang satu dengan yang lainnya berdekatan sehingga 
tidak menggunakan kecepatan maksimum.   
Jika melihat dari segi sejarah, Jepang memiliki pengalaman dalam hal 
pembuatan kereta cepat. Pada tahun 1964 Kereta cepat atau High Speed Rail 
(HSR) pertama kali muncul di Jepang, dan dikenal sebagai Shinkansen. Dan 
juga Jepang merupakan pelopor sistem kereta api kecepatan tinggi di dunia, 
jadi bisa kita ketahui bahwa memang Jepang memiliki teknologi yang 
mumpuni dalam hal kereta cepat. Kereta peluru merupakan sebutan untuk 
shinkansen. 16 
Pada tahun 1960 Jepang memberikan kepada Indonesia berupa dana 
hibah senilai 14,28 juta US$. Dana tersebut digunakan untuk membangun 
dan juga merupakan pintu masuk bagi berlangsungnya kerjasama Jepang 
dengan Indonesia dalam bidang ekonomi dengan bentuk ekspor produk-
produk ke Jepang dan impor bahan mentah, yang digunakan industri-industri 
untuk menunjang produksi perusahaannya.17 Adapula sistim bantuan berupa 
pinjaman yen yang diberikan oleh ODA.  
Maksud dari pinjaman yen adalah pinjaman dana yang memiliki 
persyaratan yang ringan, dengan waktu pelunasan yang berjangka panjang 
dan bunganya rendah, yang dimana negara berkembang sangat dibutuhkan, 
dalam rangka membangun ataupun menata fondasi sosial ekonominya, yang 
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bertujuan untuk pembangunan berkelanjutan. Pinjaman yen ini dilaksanakan 
melalui Japan Bank for International Cooperation (JBIC). 
Pengembangan sumber daya manusia yang diberikan oleh Jepang 
kepada negara-negara berkembang yakni berupa kerja sama teknik. Karena 
nantinya akan memegang peranan penting dalam perkembangan sosial 
ekonomi dengan adanya bantuan ini Jepang berharap teknik dan 
pengetahuan dapat dialihkan kepada para teknisi dan pejabat di negara 
berkembang. Kerjasama  yang diterapkan oleh Jepang dengan cara 
mengirimkan tenaga ahli ataupun relawan dan mengundang tenaga magang 
ke Jepang serta mengirimkan bantuan mesin dan peralatan, namum juga 
tetap dilakukan pengawasan melalui badan pemerintah independen yang 
bernama JICA. 
JICA merupakan institusi resmi Jepang yang bertanggung jawab atas 
pelaksanaan kerjasama teknis dengan negara-negara berkembang 
berdasarkan atas kesepakatan bilateral antar pemerintah secara resmi. Pada 
awal beridirnya JICA hanya memiliki fungsi sebagai lembaga kerjasama 
yang secara khusus bertugas untuk menyalurkan bantuan teknis saja namun 
pada bulan Oktober 2008, JICA melakukan merger dengan bagian operasi 
kerjasama ekonomi luar negeri dari Japan for International Cooperation 
(JBIC) menjadi JICA baru, sejak saat itulah JICA mendapatkan tugas untuk 
melaksanakan tiga bantuan Hibah, Kerjasama Teknis, dan Pinjaman ODA.  
Tujuan dari dibentuknya JICA sejak awal adalah untuk 




sosial negara-negara berkembang. Saat ini JICA merupakan badan bantuan 
bilateral terbesar di dunia dengan sasaran anggaran sekitar 10 milyar dollar 
AS dan beroperasi di sekitar 150 negara di dunia.18 
Kantor perwakilan JICA di Indonesia pada awalnya merupakan kantor 
perwakilan dari Badan Kerjasama Teknis Luar Negeri atau Overseas 
Technical Cooperation Agency (OCTA) yang kemudian berubah nama 
menjadi Badan Kerjasama Internasional Jepang atau Japan International 
Cooperation Agency (JICA). Dari semua kantor perwakilan JICA yang 
tersebar di seluruh dunia JICA di Indonesia merupakan salah satu yang 
tertua dan terbesar diantara sekitar 150 kantor yang ada. Indonesia juga 
merupakan salah satu negara penerima bantuan hibah bilateral Jepang 
terbesar berdasarkan besaran jumlah dana yang telah disalurkan. 
Program bantuan yang diberikan oleh JICA direalisasikan melalui 
Country Assistance Strategy atau Strategi Bantuan Pemerintah Jepang. 
Country Assistance Strategy yang dibuat mengacu atau berlandaskan pada 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia. Hal 
ini dilakukan agar strategi bantuan yang dibuat sehingga dapat mendukung 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Indonesia sesuai dengan 
fungsinya bahwa JICA memberikan bantuan bagi pembangunan Negara 
berkembang. Country Assistance Strategy yang dibuat dititikberatkan pada 
empat bidang prioritas kerjasama. 
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JICA telah membantu teknologi di negara-negara berkembang 
termasuk Indonesia. JICA memiliki misi untuk fokus pada agenda global, 
pengentasan kemiskinan melalui pertumbuhan yang berkeadilan, 
peningkatan tata kelola pemerintahan dan pencapaian ketahanan manusia. 
Strategi yang dilaksanakan oleh JICA adalah dengan melaksanakan bantuan 
yang terintegrasi, berkesinambungan,promosi terhadap kemitraan dalam 
pembangunan serta peningkatan penelitian dan berbagi pengetahuan. 
Jepang adalah pendonor dana terbesar di Indonesia lewat bantuan dana 
dan bantuan dana tersebut disalurkan melalui Japan International 
Cooperation Agency (JICA) dan juga lewat beberapa agensi internasional, 
salah satunya adalah ASEAN Development Bank. Tak hanya menjadi 
pemberi bantuan terbesar, bahkan sebaliknya, Indonesia menjadi penerima 
bantuan terbesar dari Jepang. Tak hanya pemberi bantuan, Jepang juga 
sebagai negara kedua terbesar sebagai penanam modal terbesar di Indonesia 
setelah peringkat teratas diduduki oleh Singapura, dan investasi terbesar 
Jepang salah satunya adalah proyek infrastruktur yaitu MRT dan juga kereta 
cepat.19 
 2.5 JICA dalam Melakukan Kerjasama dengan Indonesia 
 
JICA sebagai salah satu Organisasi besar dunia yang telah banyak 
membangun hubungan kerja sama dengan berbagai Negara untuk 
memberikan pinjaman atau bantuan berupa uang dalam mengembangkan 
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sarana dan prasarana hingga pembangunan infrastruktur. JICA menjadi 
organisasi yang mngatur ODA  untuk mengatur maupun memberikan 
dukungan terhadap Negara Negara berkembang dalam melakukan 
pengembangan SDM.  
Ekspansi yang dilakukan JICA dalam mengelola ODA kepada negara 
negara berkembang tergolong sukses, secara mendasar, hubungan inin 
berangkat dari misi hubungan untuk perdamaian dunia. Secara tata kelola 
organisasi hingga prinsipilnya, JICA mampu diterima oleh berbagai negara 
untuk dijadikan sebagai negara penyuplai dana dalam hubungan bilateral 
antar negara Jepang dengan ngara-negara lainnya.  
Sejauh berdirinya JICA, JICA tidak pernah lepas dari misi yang 
dijalankan. Dalam artian sederhanyanya bahwa, JICA selalu menyoroti isu-
isu fundamental dari berbagai negara berkembang untuk diajak kerjasama 
lalu diberikan bantuan melalui ODA. Sederhananya lagi bahwa, hubungan 
bilateral Indonesia dan Jepang tidak lepas dari pemberian bantuan 
pembangunan Infrastruktur, isu-isu perbaikan lingkungan hingga 
pengembangan SDM. 
Demi keberlangsungan hubungan kerjasama Indonesia Jepang, maka 
pemerintah membentuk lembanga yang mengurus hubungan kerjasama ini 
secara berlangsung. Lembaga ini disebut Lembaga Hubungan Kerjasama 
Internasional Jepang serta lembaga ini diotoritaskan bagi Departemen Luar 




Departemen Luar negeri ini dimanfaatkan untuk memberikan bantuan 
kerjasama oleh negara-negara berkembang melalui JICA.  
Pada tanggal 1 Oktober lembaga ini dijadikan sebuah institusi 
administrasi yang mandiri JICA menolong pengembangan pemerintah 
dengan memberikan bantuan teknis dan dana yang tidak mengikat. Tujuan 
JICA adalah membangun daya manusia di negara berkembang atau 
memperkuat organisasi-organisasi, membantu dalam kebijaksanaan 
pembangunan negara berkembang, dan melakukan penelitian untuk rencana 
dasar atau kemungkinan pelaksanaan operasi pembangunan. Selain itu, 
lembaga itu terkenal karena mereka mengirim orang muda atau tua kepada 
negara berkembang sebagai “Korps pertolongan”. Korps Pertolongan 
Darurat Internasional yang dikirim luar negeri ketika bencana alam terjadi 
pada luar negeri itu juga terkenal di dalam Jepang. 
JICA merupakan institusi resmi Jepang yang bertanggung jawab atas 
pelaksanaan kerjasama teknis dengan negara-negara berkembang 
berdasarkan atas kesepakatan bilateral antar pemerintah secara resmi. Seperti 
yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa pada awal berdirinya, JICA hanya 
memiliki fungsi sebagai lembaga kerjasama yang secara khusus bertugas 
untuk menyalurkan bantuan teknik saja. Namun pada bulan Oktober 2008, 
JICA melakukan merjer dengan bagian operasi kerjasama ekonomi luar 
negeri dari JBIC (Japan Bank for International Cooperation) menjadi JICA.  
Dampak positif yang ditimbulkan dengan adanya perubahan ini yaitu 




hibah secara terpadu sehingga dianggap dapat mensinergikan ketiga skema 
bantuan ini secara efektif untuk dapat menyediakan bantuan yang paling 
tepat mengangkat permasalahan mitra kerja.20 Sejak saat itu JICA 
mendapatkan tugas untuk melaksanakan tiga bentuk bantuan ODA yaitu 
bantuan hibah, kerjasama teknik dan pinjaman ODA.Tujuan dari 
pembentukan JICA sejak awal adalah untuk mempromosikan kerjasama 
internasional bagi pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara 
berkembang. Secara lebih sederhana berikut ini gambaran penyaluran ODA 
melalui JICA baru. 
JICA Partnership Program (JPP) atau Program Kemitraan JICA 
merupakan suatu program dukungan Japan International Cooperation 
Agency (JICA) yang bertujuan mendorong pelaksanaan berbagai proyek 
pembangunan pada tingkat masyarakat akar rumput di berbagai negara 
berkembang yang diprakarsai oleh berbagai mitra pembangunan Jepang 
(khususnya lembaga swadaya masyarakat atau LSM, pemerintah daerah, dan 
perguruan tinggi) yang memiliki teknologi dan pengalaman dalam 
pembangunan. Proyek JPP ditujukan untuk memberikan manfaat langsung 
kepada masyarakat di berbagai negara.  
JICA membuka peluang kepada para mitra pembangunan untuk 
mengusulkan proyek kerjasama di tingkat akar rumput dalam kerangka JPP. 
Saat ini, proyek JPP dilaksanakan di lebih dari 80 negara di dunia, termasuk 
Indonesia. Secara keseluruhan, JPP memiliki 3 program prioritas dengan 
                                                             




beragam kategori sebagai suatu program bantuan JICA maupun JPP yang 
memberikan daya tarik kepada masyrakat untuk berpartisipasi. Tiga 
Kategori Proyek JPP adalah sebagai berikut :21 
1. Dikategorikan sebagai kegiatan Kerjasama Teknik 
2. Dirancang sebagai suatu program yang berkaitan langsung 
dengan kebutuhan hajat hidup manusia sehingga dapat dirasakan langsung 
manfaatnya dalam rangka perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat 
di berbagai negara berkembang 
3. Suatu program yang memberikan kesempatan bagi anggota 
masyarakat Jepang untuk meningkatkan pemahamannya serta partisipasinya 
Kategori Pemerintah Daerah (Local Government Type) pemanfaatan 
teknologi dan pengalaman yang dimiliki oleh pemerintah daerah Jepang 
Mendukung peran serta kontribusi berbagai pemerintah daerah (pemda) di 
Jepang dalam proses pembangunan di berbagai negara berkembang. 
a) Usulan proyek melalui proses penyaringan dan seleksi sekali 
dalam setahun 
b) Periode proyek paling lama 3 tahun 
c) Pendanaan proyek maksimal 30 juta Yen per proyek 
Kategori Mitra (Partner Type): kontribusi diberikan melalui 
pemanfaatan pengalaman mendalam di bidang pembangunan 
Mendukung prakarsa para mitra pembangunan Jepang (seperti LSM, 
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perguruan tinggi, dan perusahaan berbasis publik) yang kaya akan 
pengalaman dalam kerjasama internasional. 
a) Usulan proyek melalui proses penyaringan dan seleksi 2 kali 
dalam setahun 
b) Periode proyek paling lama 5 tahun 
c) Pendanaan proyek maksimal 100 juta Yen per proyek 
Perkembangan transportasi darat di Indonesia khususnya 
penanggulangan kemacetan Jakart tidak pernah lepas dari kontribusi maupun 
keterlibatan Jepang dalam memberikan bantuan terhadap Indonesia melalui 
program JICA serta ODA selaku dibawah naungan JICA untuk memberikan 
bantuan-bantuan terhadap perkembangan negara-negara maju khususnya di 
asia.  
Perlu diketahui bahwa Pemerintah Kota Jakarta sangat bergantung 
harapan besar terhadap pembangunan dan penambahan MRT. Dalam fase 1, 
JICA telah meluncurkan bantuan dengan nominal pinjaman Rp. 14,2 Triliun 
dengan jangka pengembalian modal selama masa kurun waktu 40 tahun. 
Kemudian dalam beberapa tahun mendatang JICA kembali memberikan 
bantuan dalam nominal yang lebih besar lagi sekitar Rp. 22,5 Triliun.22  
Legitimasi bantuan JICA terhadap proyek MRT diungkapkan oleh 
Presiden JICA dengan rasionalisasi bahwa Indonesia merupakan salah satu 
negara di Asia yang memiliki banyak penduduk, selain itu juga harapan yang 
dikemukakan bahwa Indonesia harus dapat berkembang dan menjadi negara 
mandiri dalam pengembangan transportasi. Dengan demikian perkembangan 
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MRT ini terus membangun hubungan bilateral antar Indonesia dan Jepang 
dan saling menguntugkan antara kedua belah pihak.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
